WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 21A TALIUN 2014

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

WALIKOTA SEMARANG,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil
yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab,
diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten melalui
sistcm pengadaan yang baik dan bebus dari korupsi,
kolusi dan nepotisme,;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Pedoman Peclaksanaan Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah, perlu mengatur tentang pelunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negen
Sipil Daerah di lingkungan Pemcerintah Kota Semarang;

¢. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Icngadan Calon Pegawai
Negeri Sipil Dacrah di lingkungun Pemerintah Kota
Semarang.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara Republilk
Indonesia Nomor 4844);




10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemecrintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasun  Kotamadya Dacrah Tingkat 1T Semarang
(Tlembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di  wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonopiri, Jepara dan  Kendal serta penataan
Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1l
Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4332);

Peraturan Pemecrintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Penpgadaan Pepawni Negeri Sipil (Lembaran Negara
Recpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pembecrhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah decngan  Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pcmberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 170 Tahun 2014
tentang Formasi Aparatur Sipil Negara Secara Nasional
Tahun Anggaran 2014;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 309 Tahun 2014
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kota Scmarang
Tahun Anggaran 2011;




11. Peraturan Kepala Badan Kcpegawaian Neguara Nomor
9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);

12. Keputusan Kepula Badan Kepegawaian Negara Nomor
Il Tahun 2002 tentang Kctentuan DPelaksanaun
Paraturan Pemerinlah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Penguduaun Pepawau Negeri Sipil sebagaimana Lclah
diubah dengan Peraturan Pemrintah Nomor 11 Tahun
2002 tentang Pengadaan Pegawal Negeri Sipil;

13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Ncgara Nomor
26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peruluran Pemerintah Nomeor 97 Tahun 2000 fentang
Formasi Pegawal Negeri Sipil sebagaimana  lelah
diubah dengan Peraturan Pemerinlah Nomor 54 Tahun
2003;

14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Kota Semarang (Berita Dacrah
Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 47).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

SEMARANG
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

I
2.

3.

Nacrah adalah Kota Semarang,

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Pcrangkat Daerah scbagsi unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Walikota adalah Walikota Semarang;

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang mcmenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri
Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk  menduduki
Jabuatan pemerintahan,;

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota adalah pejabat yang berwenang
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,;

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota adalah Walikota;

Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah
jumlah dan susuinan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalamn
suatu satuan organisasi ncgara untuk mampu melaksanakan tugas pokok
dalam jangka waktu tertentu;

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang
lowong;

Sistem Computer Assisted Test (CAT) adalah metode sclcksi menggunakan
soflware dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan

standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil.




BAB II
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARRAH 1T LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis Pclaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Sipil yang diatur
dalam Dcraturan Walikota ini merupakan pcdoman bagi Pemeriniah Kota
Semarang dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi tahun
2014 di lingkungan Pemerintah Kola Semarang,

(2) Lampiran Keputusan Walikota Semarang tentang Petunjuk  Teknis
Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Sipil Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota Scmarang ini.

Pasal 3
Petunjuk Tcknis Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Naerah di
lingkungnan Pemcrintah Kota Semarang ini berpedoman pada Peraturan Kepala

Badun Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang l'cdoman Pelulsanaan
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

BARB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengelahuinya, memerintahkan l'enmundangon Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kola Semarang,.

Ditctapkan di : Semarang
pada tanggal 24 Juli 2014

’ WALI ARANG

Q- Q[ HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal A¢Juli 2014

J SEKRFETARIS DAERAII KOTA
SEMARANG

¥ ,_Ji ADI TRl HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAIIUN 2014 NOMOR 21 A




LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS PIRLAKSANAAN
PEN(YANAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG DARI PELAMAR UMUM

1. PENDAHULUAN
A, Umum

1, Sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah  dari  pelamar umum  dilukukan  berdasarkan  kebutuhan
organisasi untuk mengisi formasi yang lowong.

2.  Pengaduan Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah harus dilaksanakan secara
obyektif dan transparan, bcerdasarkan syarat-syarat yang telah
ditentukan, serta tidak mcmbedakan jenis kelamin, suku, agama, ras,
golongan, atau dacrah.

3. Dulam upaya mendapatkan sumber daya Pegawai Negeri Sipil Dacrah
yang berkualitas di instansi pusat maupun daerah  dilakukan Tes
Kompetensi Dasar (TKD) bag sermua pelamar.

4. Di samping TKD schagaimana dimaksud dolam angka 3, Pemerintah Kota
Semarang dapat melakukan Tes Kompelensi Bidang (TKD) scsual
dengan kebutuhan.

5. Peluksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daeruh dari pelamar
umum mulai dari pcrencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan,
penctapan kelulusan, permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil,
sampai dengan pengangkatan wenjadi Calon Pegawai Aparatur Sipil Duerah
diatut olch Peraturan Kepola Budinl Kepegawaian Nogara Nemor 9 tahun
2012,

B. Tujuan

Ketentuan dalam Peraturun Walikota Semarang ini digunakan  sebagai

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Naerah di

lingkungan Pemetintah Kota Semurung dari Pelamar Umum, untulk :

1. Memperalch Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang profesional, jujur,
bertongeung jaw=b, netral, dan memililki  kompetensi acatnl  denpan
tugas/jabalan yang akan diduduki.

2. Menjamin transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanasn Pengadaan Calon Pegawai Negori Sipil

Daerah dari pelamar umum, mcliputi

1. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

2. Tata cara pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
3. Pengawasuan dan Pengendalian.
4, Pcmbiayaan.

“u

Evaluasi.




D. Prinsip Pengadaan Calon Pegawai Negen Sipil

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan berdasarkan prinsip

sebagal berikut :

1. Obyekti, dalam arti dalam proses pendaltaran, seleksi dan penentuan
kelulusan didasarkan pada persyaraton dan  hasil ujian/tes sesuai
keadaan yang sesungguhnya.

2. 'Mansparan, dalam arli prosea pelamarun, pendaftaran, pelaksanaan wjla,
pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan
[ECHTEH (erhuka.

3. Kompetitif, dalamm arli senmin pelamar  bersaing  secarn  sehal dan
penentuan hasd seleksi diduswrkuan pada nilal ambang balas lertentu
(passing grade) dan atau nilai terbaik dari selurubi peserta,

4. Akuntabel, dalam arti seluruh proses pengadaan Calon Pegawai Negen Sipil
Daersh dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun
masyarakat.

5. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proscs
pengadaan PNS harus terhindar dari unsur KKN.

6. Tidak diskriminatif, dalam artl dalam proses pengadaan  tidale bolch
membedakan pelamar berdasar suku, agama, ras, jenis  kelamin, dan
golongan.

7. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun
dalam proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

8. FEfektif, dalam wrti pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan
sestai dengan kebuluhan organisasi.

9. Rfisien, dalam arti penyelenggarann pengadaan Calon Pegawal Newerl Sipil
Dacrah dilakukan dengan biaya seminimal mungkin,

II. PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
A. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah
1. Umum

Pengadann Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah pada prinsipnya berpedoman
pada ketentuun Peruluran Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebapaunana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004,
ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, dan Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012.

bS

Pembentukan TIM Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

a. Untuk memperlancar pelaksanaan  pengadaan  Calon Pegawai Negen
Sipil Ducrali, Pemerintah Kota Scmerang dapat membentuk Titu
Pengadaan Calon Pegawni Negeri Sipil Daerah dari Pelamew Umuum dengan
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terdin atas

1) Penanggung Jawab;

2) Ketua;

3) Walkil Ketua;

4) Sckretaris;

5) Anggota (merangkap Ketua Sub Tim Scleksi Administrtasi)
6) Anggota (merangkap Ketua Sub Tim Pelaksanaan Ujian);

7) Anggota (merangkap Ketua Sub Tim Pemantau);

b. Ketua Tim pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat
membentuk Sub Tim pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Naerah
untuk mendukung kelancarun pelaksanaan tugas pengadaan  Calon
Pegawal Negeri Sipil Dacrah Pemerintah Kota Semarang.

c. Tugas dan tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretans Tim dan
Ketua Sub Tim ditetapkan oleh PPK.




d.

Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daeruh Kota Semarang
menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri
GSipil Dacrah dari pelamar umum kepada Menteri PAN dan RB dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara, paling lambat 30 (tiga puluh) har
kalender setelah pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Naerah.

Sub Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah melalkukan

koordinasi denguan pihak-pihak lain yang mendukung kelancaran
pelaksanaan Pengadaan Caluon Peguwai Negeri Sipil Dacrah.

Tupas dan tenggung jawab Sih Tim Seleksi Administrasi Pelaksanaan Ljian
antara luin :

a.

d.

i-

menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap Kkegiatan dalam
pelaksanaan seleksi administrasi pengadaan Calon Pcgawai Negeri Sipil
Daerah dengan mengunakan sistem CAT dan berkoordinasi dengan
instansi terkait berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan

menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian;

menerima, mencliti dan verifilkasi berkas administrasi perdalluran Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum;

membuat agenda/rekap hasil penerimaan berkas administrasi
pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum;

menyiapkan dan memberikan kartu/tanda peserta ujian, yang dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran II-b
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012;

menyiapkan daftar hadir peserta ujian, yang dibuat menurui contoh
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran l-c Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012;

menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserla yang
dinyatakan lulus adminisirasi untuk mengikuti test sclcksi Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah;

menyiapkan dan mengumumkann hasil kelulusan test kompetensi daser
(TKD) yang ditetaplan oleh Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indunesia,

menyiapkan dan mengiim surat panggilan kepada peserta yang
dinyatakan lulus untuk melengkapi persyaratan administrasi.

menyiapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan seleksi administrasi
kepada Tim pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah,

Tugns dan langgung jawab Sub Tim Seleksi Pelaksanaan Ujian antara luin :

a-l

melakukan koodinasi deagan Ingtansi terknil (Kemnenicrian PAN dan BB,
Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Tengah) tentang mekanisme pelaksanaan secleksi pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil Duerah Pemerintah Kota Semarang dengan
menggunakan sistem CAT.

. melakukan koordinasi dengan lembaga dan pihak lain terkait dengan

infrastruktur vang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan scleksi
pengadann Calon Pegawai Neperi Sipnl Daerah dengan mengeunakan
sistem CAT.

Mecmpersiapkan ATK dan lokasi pengumuman hasil TKD setiap hari.

d. Menempelkan hasil nilai hasil TKD setiap hari.

Petugas Pelaksanaan ujian bertugas :

1) Mengumpulkan peserta ujian sesuai dengan jadwal pclaksanaan dan
melaksanakan absensi scrta memberikan pengarahan perhal tata
tertib dan mekanisme pelaksanaan ujian

2) Mengatur perpindahan peserta dari ruang pengarahan menuju ruang
ujian

3) Memastikan seluruh peserta memperoleh perangkat komputer yang
dapat berfungsi sccara normal untulk pelaksanaan ujian.




.
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4) Melakukan pengawasan kepada peserta ujian pada saat pelaksanaan
ujian.
5) Mclakukan pemeriksaan terhadap perangkat ujien dan kelas untuk
dipakai ujian sesi selanjutnya.
6) Membuat rckapitulasi kehadiran peserta ujian untuk setiap sesi
ujian.
Koordinator Pengawas adalah petugas yang dilunjuk mengawasi di lokasi
ujian dan menglkoordinir pelngas pengawae pada 1 (satu) lokasi.

Pengawnas njian adalsh PNS dan Pemeriniah Kula Semaorang, Provinai Juwn
Tengah alau pelugas lain yang mengawasi secara langsung pescrta fes.

Petugas Pengamanan dari Pihak Provinsi Jawa Tengah.

Sub Tim Pemantau mengecek kesiapan lokasi dan ruang ujian pada 1 (satu)
hari sebclum Peluksanaan ujian, yang meliputi jumlah kursi, jumlah meja,
jumlah komputer, label ruang, denali ruangan dan mcngawasi pelaksanaan
ujizue, hasil ujian seleksi, pcnpumuman sampai dengan penetapan NIP.
Ketenluan Teknls Ujian ;

a) Lokasi dan Ruang ujiun tercantum dalam Undangan untuk mengilkuti
Ujian yang dikirimkan kepada peserta sclcksi bersamaan dengan Kartu
ujian.

b) Ruangan ujian diatur model kelas dengan jumlah peserta maksimal
50(lima puluh) orang untuk oplunalisasi pengawasan dan ketertiban
pelaksanaan ujian tertulis.

¢) Peserta Ujian wyjib membawa Asli Kartu ujian dan Asli Kariu Tanda
Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk mcnghindari Perjokian. Jika
tidak membawa KTP dan Kartu ujian, tidak dipcrkenankan mengikuti
ujiarn.

d) Pcscrta wajib menggenakan pakaian yang sopan dan bersepatu serta
dilarang merokok, menggunakan alat buntlu hitung dan mengaktifkan
alat komunikasi pada wakiu mengiluti ujian.

€) Peserla hadir tepat waktu sesual undangan, peserta yang hadir untuk
mengikuti tcs tidak sesuai jadwal yang telah dilentukan (undangan)
dengan alasan apapun, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan
gugur.

f) Tersedianya peta lokasi ruang ujian untuk membantu peserta mencati
temnpul ujiun yang dimuat di papan pengumuman dan undangan ujian
tertulis serta di situs http//cpns. jatengprov.go.id

) Lokasi ruang ujian dipastikan kelayaknnnya dengan U set kompuler
dengan kursi dan meja.

h) Peserta tidak dipcrkenankan membawa barang apapun kcdalam ruang
ujian kecuali kartu Ujian dan Kartu Identitas Pribadi

i) Ujian dilaksanakan sccara terjadwal dengan waktu pelaksanaan dan
peserta tes yang telah ditentukan olch panitis seleksi.

Tugas dan Tangpungy Jawab Tim Panilia Pelaksana Ujian

a) DPersiapan

1) Panitia Pelaksana Ujian melaksanakan koordinasi dengan Panitia
Pelaksana Ujian Provinsi.

2) Panitia Pelaksana Ujian melaporkan seluruh data hasil seleksi
administrasi kepada Panitia Pelaksana Ujian Provinsi.

3) Panitia Pelaksana Ujian menugaskan pemigas pendamping ujian untuk
penupgasan dengan jumlah petugas discsuaikan dengon jumluh poscrta
sebagai:

(a) petugas registrasi daftar hadir,
(b) pctugas penyimpanan barang,

(c) petugas pengarah ujian,




3)

b)

(d) Peluguas pengecekan absensi,
(e) petugas pendukung ujian,
(f) petugas perekapan nilai dan penempelan hasil TKD.

Panitia Pelaksana Ujian mempersiapkan pecralatan prasarana
pendukung bagi peserta dan panitia :

(a) Pendulung bam Peserta
- Kerras untuk corat-corel bugi peseria saud mienge jnkan soul
- Pensil bagi setiap peserta saal mengerjakan soal.
(b) Pendukung Panitia
- Kertas untuk mencetak pengumurman hasil TED per sesi
Laptop working
- Ballpoint saat registrasi

Punitiu Peluksana Ujian mengecek lokasi dun muencoba  simulasi
pelaksaan ujian TKD sehari sebelum pelaksanaan.

Pelaksanaan
(1) Panitia Pelaksana Ujian mengecek kesiapan petugas dan sarana
prasarana scbelum rangkaian kegiatan ujian dimulai

(2) DPanitia Pclaksana Ujian menetapakan waktu dimulainya
ranghkainn ujian sesuai jadwal yang lelah ditetapkan

(3) Tugas dan Tanggung Jawa Pelugns
() Petugas Registrasi daftar hadir,

-  Mengumumkan kepada peserta bahwa registrasi telah
dapat di mulai

-  Menerima kedatangan peserta di area dafllar ulang yaong
telah disedialcan.

-  Mendaftar ulang peserta dengoan menunta hasil Kartu
Tanda Peserta dari masing-masing peserta.

- Memeriksa kesesuaian data (Nomor Peserta, Alamat

email, Nomor Induk Kependudukan) antara hasil print
out kartu landa peserta dengan database,

-  Meminta kepada peseria untuk menandatangani daftar
hadir.

-  Peserta yang telah divenfikas1 datanya dipersilahkan
masuk ke dalamm Ruang tunggu dan diserahkan kepada
petugas pendukung/pengarah ujian.

-  Membcrikan stempel pada tangan peserta sebagai bukti
bahwa telah lolos registrasi dan berhak memasuki ruang
ujian

- Mengecek kembali jumlah peserta dan  daftar hadir
dengan cara memanggil nama pescrta satu persatu.

(b) Pulupas penyimpanan barang,

- Mengecek  kesiapan  tempat penyimpanan  dan
mem:astikan dalam kondisi aman

-  Mempersiapkan tanda buk(i penitipan dan pengambilan
barang

- Mengumumkan kepada peserta barang-barang yang
tidak boleh dibawa masuk kc dalam ruang ujian TKD

-  Menerima dan menyimpan barang yang dititipkan

- Memberikan bukti penitipan barang untuk nantinya
schagai bukti pengambilan barang




-  Memberikan bukti pengambilan pada barang yang
dititipkan

- Meminta bukti penitipan pada saat peserta akan
mengambil barang-barang yang dititipkan

- Mencocokun bukli penitipan dengan bukti pengambilan

- Menyernhkan  bharang-barang sesual  tanda  bukii

pehitipoan
- Mengecck kembali tempat penyimpansn apakah ada
barang yang tertinggal

(¢) Pctugas pengarah ujian,

- Mengarahkan peserta yang telah selcsai melaksanakan
dultar ulang memasuki Ruang Tunggu.

- Mengarahkan para peserla sinmlasi untuk mencmpati
tempat duduk scsuai dengan urutan yang Lelah
ditentukan.

- Mengarahkan peserta yang telah selesai mengikuti
pengarahan menuju ke Ruang Komputer dengan tertib
dan teratur sesuai dengan jadwal/urutan yang telah
ditentukan.

- Mengarahkun para  peserta yang  lclah selesad
melaksanaken simulasi untuk meninggalkan lokasi
sesuai dengan jalur yang telah ditentukan.

(d) Petugas pendukung ujian,

- Membaniu komunikasi dan pelaksanaan antar bagian
agar olur peprpindahan peserta dari setiap bagian dapal
berjalan dengan lancar.

-  Membantu mengarahkan peserta baik pescrta yang baru
datang maupun yang telah selesai melaksanakan uagar
menempatkan diri sesuai dengan alur yang telah
ditentukar.

(e) Petugas perekapan nilai dan penempelun hasil TKT.

- Mengwabkan peserta simulasi sclama berada di ruang

kompuler.

- Mengarahkan peserta untuk menempati tempat duduk
pelaksanaan CAT.

- Memberikan petunjuk kepada peserta mengenai tata cara
penggunaan aplikasi CAT.

- Mcmberikan  bantuan  kepada  peserta  lerkait
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan CAT.

- Mengarahkan  peserta  untuk  meninggallcan  Ruang
Komputer setelah selesai melaksanakan CAT.
11. Jadwal pelaksanaan

TKD dilaksanakan dengan mengunakan sistem CAT yang pelaksanaannya
dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

12. Pengumuman Penerimaan

a) Penguduan Calon Pegawai Negeri Sipil Daernh dilaksanakan selelah
mendapal penelapan formasi dari pejabat yang berwenang,

b) Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah paling
kurang memuat persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan,
kualifikasi pendidikan, waktu, alamat lamaran ditujukan kepada PPK
instansi yang bersangkutan.




g)

Dalam pengumuman harus memuat syarat :

1) syarat usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun per 1 Januari
2015

2) usia pelamar ditentukan  berdasarkan tanggal kelahiran yang
tercantum pada Surat Tanda Tamal Bcelajar/Tljazah yang
dignnakan sebagai dasar untuk pelamaran.

Pongumuman dilakukan kurun walkiu 11 (lima belas) han kalender.

Penerimaan surat lamaran dapat dimulai pada hari ke 5 (lima)

selelah pengumuman dan berakhir 5 (lima) hari setelah selesai

pengumuman.

Pengumuman harus menggunaken media  yang mudah diketahui

wasyarakat luas, anlara lain melahni media elcktronik (televist, radio,

internet), media coelak, papan pengumuman dan/atau bentul lain yang

memungkinkan,

Memiliki ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajur yang dipersyaratkan

sesuai yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi/ sekolah yang lelah

mendapatkan Izin Penyelenggaraan dari Pejabat yang berwenang.

13. Sarana dan Prasarana

H.

b.

Surana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan
Culon Pegawai Negeri Sipil Dacrah dari Pelamar Umum dengan
menggunakan CAT :

1) Ruang ujan.

2) Ruang transit pescrta.

3) Ruang server.

4) Ruang secretariat.

%) Denah lokasi dan petunjuk arah.

b) Spesifikasi minimal infrastruktur penggunaan Computer Assisled
Test :

(a) Processor intel Core 2 Duo

(b) Memory 2 GB

(c) HD 250 GR

(d) DVD RW

() Keyboard + Mouse Optic PS 2

() Display minimum 1024 x 768 pixel
(@) Network Card 100 mbps dan wifi
(h) DBrowser Google chrome

() Antivirus update

(f) Jaringan local (local Networking) menggunakan hub/switch
dan router serla wifi sesuai standar pabrikan industry yang
disesuaikan dengan jumlah client (min 1/100).

(k) Genset/UPS untuk mengantisipasi PT. PLN apabila ada
pemadaman listrik.

() LCD TV untung monitoring hasil tes berikut kabel data untuk
menghubungkan ke komputer.

(m) Infocus Projeclor untuk pemaparan dan penguruhan  tes
dengan CAT Systcm,

Prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis
pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah agar tersedia
dengan lengkap.




B. Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negen Sipil.
1. Pcngajuan Lamaran

a. Setiap lamaran harus ditulis tangan dengan tinta hitam dan
ditandatangani sendiri oleh pelamar, dilujukan kepada PPK, disertai
dengan :

1) Fotokopi sah ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan
yang dibutuhken dan transkip nilai dilegalisir oleh pegjabat yang
herwenang;

2) Khusus bagi pelamar tenaga kesehatan Dokter mclampirkan Surat
Tanda Registrasi (STR) , Perawat melampirkan Surat Ijin Perawat
(SIP), Bidan melsampirkan Surat Tjin Bidan (S18)

3) Pasfolo ukwran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lombar;

4) Pelamar maksimal dapat memilih/melamar 3 (tiga) jabatan dengun
jenjang dan kualifikasi pendidikan yang sama.

5)  Farmulir pendeftaran onfinernelahi sitis hps// bid semarang kota.goicl,
b. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar;

Pencrimaan lamaran  dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
dalaun pengumuman;

d. Untuk memudahkan pelayanan dan menghindari interaksi langsung
antara pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah dengan tim seleksi,
maka lamaran disampaikan melalui jasa pos;

e. Untuk mcmudahkan penerimaan lamaran, tempat penenmaan
lamaran diatur sesuai jenis tenaga dan jenyang pendidikan  yang
dilamar.

f.  Mengakomodasi pelamar penyandang cocal sesuai dengan tingkat dan
jenis kecacatannya serta jabatan atau tugas yang skan didudukinya.

g Pemeriksaan kclengkapan berkas lamaran dilakukan sesuai dengan
syarat yang ditentukan.

h. Pemilahan berkas lamaran yang memenuhi syarat dan yang tidak
memenuhi syarat diberi tanda/ kode yang berbeda.

i. Berkas lumurin yang tidak memenuhi syarat menjadi hak Tim
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daeruh dan yang bersangkulan
diberitahukan alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

j. Lamaran yang memenuhi syaral adminisirasi disusun dalam satu
daftar nominatif sebagai bahan pengendalian administrasi dan
pemberian tanda peserta ujian.

2. Materi dan pelaksanaan ujian
a. Penyusunan materi wjian

1) Materi Ujian merujuk Peraturan Kepala KN Nomor 9 Tahun 2014,
dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

2) Soal Tes Kompelensi Dasar dibuat berbagai varian guna menghindari
kerjasama antar peserta.
3) Materi Ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) sejumlah 100 soal dan
dikerjakan dalam walktu 90 menil, lerdiri
a) Tes Wawasan Kebangsaan, mcliputi
(1) Pancasila

(2) Undang-undang Dasar 1945
(3) Bhineka Tunggal Ika
(4) Negara Kesatuan Republik Indonesia




b) Tes Intelegensi Umum, untuk menilai :
(1) Kemampuan verbal
(2) Kemampuan numcrik
(3) Kemampuan berpikir logis
(4) Kemampuan berpikir analitis
c) Tes Karaktcristik Pribadi, untuk wenilad ;
(1) Integritas diri
(2) Semangat berprastasi
(3) Oricntasi pada pelayanan
(4) Kemampuan beradaptasi
(5) Kemampuan mengendalikan din
(6) Kemampuan bekerja mandiri dan luntas
(7) Kcmauan dan kemampuan belajar berkelanjutan
(8) Kemampuan bekerjasama dalam kelompolk
(9) Kemampuan menggernklan dan mengkoordinir orang Lon
(10) Orientasi kepada orang lain
(11) Kreativitas dan inovasi

b. Pelaksanaan TKD

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Pelaksanaan TKD diselenggarakan oleh PPK, dikoordinasikan olch
Gubernur selaku Wakil Pemnerintah  pusat dcngan menggunakan
sistem CAT,

TKD harus diikuti oleh selurull pelamar umum yang lulue seleksi
administrasi.

Pemerintah Kotu Semarang berkoordinasi dengan Pemerintah provinsi
Jawa Tcngah untuk menyediakan tempat yang memadai
sehingga memudahkan peserta penyandang disabilitas (penyandang
cacat) mengikuti pelaksanaan TKD.

Pengawas Ujian harus menjamin  ketertiban  dan  kenmanan
pelaksanaan TKD.

Pengawas Ujian mencocokkan tanda peserta ujian dengan daftar
hadir, identitas pescris, dan orang yang bersangkutan. Bagi peserta
ujian yang identitasnya tidak sesuai dengan tanda peserta ujian, tidak
diperkenankan mengikuti TKD.

Ienpawas Ujian wajib membacakan tata tertib pelaksanaan TKD
kepada peserta.

¢.  Pengolahan Hasil TRD

1)

2)

3)

pengoluhan TKD bagi pelamar yang memenuhi nilai ambang batas
kelulusan (passing grade) yung ditetapkan berdasarkan formasi,
yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran II-h Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9
Tahun 2012;

hasil pengolahan TKD seluruh poscria tes berdasarkan kualifikes
[ur asi yang dibuat menurul contoh sebagaimana tercanium
dalamm Anak Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 9 Tahun 2012.

panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional / Panselnas
bertanggungjawab mengolah hasil ujian dan mencetak listing
peringkat nilai berdasarkan formasi/kualifikasi pendidikan /nilai
mulai dari yang tertinggl sampai terendah, berupa :

(3) listing rangking yaitu daftar peringkal nilai hasil ujian pada
sctiap jenis formasi pada Provinsi.

(b) Listing Kelulusan vaitu daftar peringkat nilai akumulasi
tertinggi sesuai dengan jumlah alokasi masing-masing formasi.




4) Listing rangking memuat judul kepala dan rincian jenis formasi,
kode formasi, instansi dun Llabel peringkat yang memuat nomor,
nama, nomor peserta/tes, tanggal luhir dan nilai.

5) Lisling Kelulusan Seleksi memual judul kepala dan rincian jenis
formasi, kode formasi, instansi dan tabel peringkat yang memuat
nomor, nama, nomor peserta/tes dan tanggal lahir.

d. Pengumumean
1) Pescrta yang dinyatakan lulus Ujian ditentuken berdasatlan daftar
peringkat nilai akumulasi tertinggi sesual dengan jumlah alokasi
masitg-masing formasi.
2) Peserta yuanp dinyalukan lulus dan ditcrima berhak  mengilout
pemberkasan atau pengusulan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah.

3) Peserta yang dinyatakan lulus dan diterima diumumkan meclalui
papan pengumuman, media internet, Media Cetak pada Koran lokal.

1ll. 'TATA CARA PENGANGKATAN MANJADI PR(FAWAI NEGERI SIFIL
A. Pemanggilan

1.

3.

Pemberitahuan pelamar umum  yang dinyatakan  lulus  ujian dan
diterima, disampaikun secara tertulis melalui surat tcrcatat paling lambat
5 (lima) hari kerju setelah tanggal pengumuman. Dalam pemberitahuan
terscbut agar dicantumkan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi
schagai syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan
jadwal kehadiran yang bersangkutan pada haritanggal, waktu, dan tempat
yung ditentukann,

Batas wakiu untuk melengkapi persyaratan bapi pelamsy wmum  yang
dinyatakan lulus dan diterima, paling lama 12 (dua belas) hari kea
sejak tanggal pengiriman surat tercatat.

Dalamn  menetapkan kehadiran untuk melengkuapi berkas lamaran
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, harus memperhitungkan
letak peoprafis alamat yang dituju dan ketersediaan waktu untuk paling
lama 6 (enam) hari kalender.

Apabila sampai deagan batas waktu yang ditentukan pada angka 2 dan
angka 3 di atas tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat melengkapi
berkas yang dibutuhkan, maka yang bersangkutan dianggap tidak
memenuhi syarat.

B. Persyaratan Administrasi.

Sctiup pelamar umum yang dinyatakan lulus dan diterima unluk
diamgkal menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib mengajukun lamaran
vang ditulis (anpan dan ditandatengani sendin dengan tinta hitam, ditujulan
kepada PPK discria dengad

1.

Fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pcjabat yang
berwenang sesuai  dengan kualifikasi  pendidikan dan tugas yang
ditetapkan;

Pasfoto ukuran 3 x 4 om sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan
nama dan tanggal lahir dibalilc pos [olo tersebut;

Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakat huruf
kapital/ balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x4
cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya
disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab
di bidang kepegawaian. Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi
pengalaman pekerjaan yang dimiliki;

Sural Kelerangan Catatan Kepolisian yang dikcluarkan oleh pihak yung
berwajilbr/ POLRI;

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik tidak
berarti tidak sehat jasmani);




Surat kelerangan  tidak  mengkonsumsi/menggunakan  narkotika,

psikotropika, prelkursor dan zat adiktil lainnya dari unit pelayanan

kesehalan pemerintah;

Surat pernyataan sesual dengan Anak Lampiran 1-d Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negura Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir

isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung

jawab di bidang kepegawaian, berisi lentang:

@) tidak pernah dihukum penjora  atau  kurungan  berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan,

h) tidak pernah diberhentikan dengan hormal Ldul atas permintaan
sendiri aluu tidak dengan hormat scbagai Calon Pegawai
Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormal
sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta;

¢} tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negerd;

d) bersedia ditempatkan di scluruh wilayah Republik Indonesia atau
negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan

) tidak menjadi anggota dan/atau pengurue partai politik.

Pemeriksaan Kelengkapan

Pemcriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi yang
dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan ketentuan:

1

Pencrimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai jadwal
yang ditentukan dalam pengumuman;

Tim pengadaan Calon Pegawai Neweri Sipll yang  dilumuk  meclalqulcan
penehtian kelengkapan berkas persyaratan admimsbiasi dan keabsahan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengenai:

a) Keabsahan sural lamaran, apakah sudah ditulis dengun tinta hitam,
scsuai  dengan  ketentuan dan  telah  ditandatangani oleh yang
hersangkutan,

b) Kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamal Belajer/Tiazah yang
dimilili harus sesuad dengan tugas/peleerjaan, denpan ketentuan:

1) Tjazah yang diakui/dihargai adalah ijazah yang dipcroleh  dari
Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/alau lJazah yang
diperolch dari Sekoluh atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah
diakreditasi dan/atau telah mendapat jjin penyelenggaraan dari

Menteri vang menyelenggarakan urusan pemetintahan di
bidang pendidikan atau pejabat lain yang
berdasarkan peraturan peruadang-undangan borwenang

menyelenggaralkan pendidikan.

2) Tazah yang diperoleh dari perguruan tinggi  swasla sctelah
berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/
/2001 tentang Peduman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan
Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi,
yang belum tercantum ijin penyelenggaraan dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pmerintahan di bidang pendidikan
atau pejabat  lain  yang  herdasarkan poraturan perundany-
undangan  berwenang menyelenggarakan  pendicikan, harus
mlampirkan surat keterangan/ pernyataan dari pimpinan perguruan
tinggi. ‘

Surat  keterangan/pernyataan tersebut menyatakan bahwa
fakultas/jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin
penyelenggaraan  dari Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  hidang pendidikan atau pejabat  lain  yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan brrwenang
menyelenggarakan pendidikan, dengan menyebulkan nomor dan
tanggal Kepulusannya.




3) ljazah yang diperoleh duari sekolah/perguruan tinggi luar
negeri harus mendapat penclapan penyetaraan dari Pamba
Penilaian ljazah  T.uar Negeri ementerian yang menyelenggarakan
rusan poemcrintahan  di bidang pendidikan.

4) Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pasfotn  yang
hersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal lahir
pada berkas lainnya,

c. Sural kelerunpan schat jasmani dan rohani dari Dokter (cacal fisik
tidak berarti tidak sehat jasmaru);

. Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup vang bersanglutan, wntars
lain untuk mengetahui apakah telah ditulis sesusi dengaan jjazah,
surat pernyataan, bukti pengalaman kerja, dan sebagainya;

e. Surat Kelerangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan olch pihak yang
berwajib/POLRI; dan

f  Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotiks,
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari  unit pclayanan
keschatan pemerintah.

Apabila salali satu syerat sebagaimana terscbut dalam huruf a sampai
dengan hurufl f tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat
diusulkan pcrmintaan NIP-nya.

Pcmisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan
yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberi
tanda/kode yang berbeda, dengan ketentuan :

a. Rerkns  lamaran  yang  wemenuhi  persyaratan  administrasi
disiapkan schagai hahan penyampaian usulan penctapan NIF.

b. Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan
kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada yang
bersangkutan dengan discrtai batas waktu yang ditentukan.

c. Berkas lamaran yang (iduk memenuhi persyaratan administrasi
dikembalikan kepada yang bersangkutan  dan  tidak  dapat
diusulkan permintaan NIP-nya.

Pelamar umum yang lclah dinyatskan lulus dan  diterima kemudian
mengundurkan diri atau meninggal dunia, PPK segera melaporkan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat pengunduran diri yang
bersangkutan atau  sural keterangan mcninggal dunia dari Kepala
Kelurahan /Kepala Desa selewmpat,

Untuk menggantikan pelamar uwmuwm  yang menguncarkan  din alau
meninggdl  dunia,  PPK mengambil nama pelamar umum uatan
sclanjutnyn dari peringkat tertinggi TKD sesuai lowongan formasi jabatan
dan ditetapkan dengan Keputusan PPK serta diumumkan kepada
masyarakat melalui wchsite Pemerintah Kota Semarang
(www.semarangkota.go.id), surat kabar lokal, dan papan pengumuman atau
media lain yang terscdia,

Keputusan PPK terhadup penggantl pelamar umum yang mengundurlan
diri atau mcninggal dunia  disampaikon  kepada Panselnas, Kepala
Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negura dan Gubernur Jawa Tengah.

D. Penyampaian Usul Penetapan NIP

1.

PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah memeriksa berkas
persyaratan administrasi  pelamar umum, menyampaikan  usul
permintaan NIP  Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah  dengan  surat
pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif rungkap 5 (lima)
kepada Kcepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala  Kanlor
Regional Badan Kepegawaian Negara dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran II-j dan Anak Lampiran II-k Peraturan
Kepala Badan Kcpcgawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012.




3. Usul permintaan NIP Calon DPegawai Negeri Sipil Doeroh sebagaimana
dimaksud angka 1 dengan melampirkan:

a. 4 (empat) rangkap usul pcnctapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil yuug
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam dengan Anak
Lampiran 11 Peraturan Kepala Badan Kcpegawaian Negara Nomor 9
Tahun 2012, dengun tunda tangan asli oleh pejabat yang berwenang
alau  pejpbul lain yang ditinjnk  dan dibubuhi stempel/cap dinas,
serid sulinp lembar usul penstapsan NI Calon Pegawal Negen Sipil
Daerah ditempelkan pasloto 3 x 4 em;

b, 1 (satu) lembar fotokopi sah kepulusan PPK tentang Penelapan
Formasi Pegawal Negeri Sipil Tahun Anggaran yang bersangkulan;

¢. 1 (satu) lembar fotokopi sah ijazah/STTR sesuai  dengan kualifikasi
pendidikan dan tugas yang ditctapkan;

d. 1 (satu) set dallar riwayat hidup yong ditulis dengan tangan sendir
memalkai buruf kapital/balok dewr tinta hitam, serfa iclah diteinpel
pastoto ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-¢ Kepulusan
Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

e. 1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d
Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang :
1) tidak pernah dihukum penjara afau  kurungan berdasarkan

putusan pengadilun yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kcjahatan;

2) lidak pernah diberhentikan dengan hormat  tidak  atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon
Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak
dengan hormat scbhagai Pegawni BUMN/BUMD atau Pegawai
swasta,

3) Uduk herkedudnkan sebagai  Calon  Pegawai  Negeri/Degawai
Negeri:

4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau
negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

5) tidak menjadi anggota dan alau pengurus partad politik.

[ Fotokopi bukti pengalaman kcrja yang autentik dan dilegalisir bagi
yvang memiliki pengalamean kerja,

g. Sural Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak
yuanp berwajib /POLRI,

h. Surat ketcrangan sehat jasmani dan rohani dari Dokler; dan

i. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,
psikotropika, prekursor, dan zat adikiil lainnya  dari unit
pelayanan keschatan pemerintah.

j. Surat pemyntnon dun  pejabat struktural eselon U yang akan
menerima penempalan Calon Pegawni Negeri Sipil Duerads pada unit
kerja di lingkungannya scsual  dengan formasi  yanp  ditctapkan
untuk yang bersangkutan, dibuat menurut contoh schagaimana
tersebut dalam Anak Lampiran II-m Peraturan Kcpala Badan
Kcpegawaian Negara Nomor 9 Tahiun 2012,

E. Penetapan NIP

Penatapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum
dilaksanakan olell Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan Peraturan Kepala
Badan Kepeguwman Negara Nowmor 9 Tahuan 2012;

F. Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

1. Pelamar umum yang memenuhi persyaratan administratif diberikan NIP
oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima penetapan NIP, paling
lambat 25 (dua puluh lima) har kerja sctelah diterimanya NIP, menelapkan
keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah.




G.

3.

Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut,
disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara di lingkungan wilayah kerjanya, dan
pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 25
{dua puluh L) hari kerja sejuk ditetaplan.

Calon Pegawom Negern &Sipll Daerah yang teclah mencerima Reputuaan
pengangkatan Calon Pegawar Negeri Sipil Dacrah torachut, paling lamhbat 30
(tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya keputusan tersebut harus
melapor kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk
melaksanakan {(ugas, Apabila dalam balas waklu yang telah dilentukan
tidak melapor, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali bukan karena
kesalahannya,

Apabila ada yang mengundurkan diri  atau meninggal  dunia,

penyclesaiannyd dilakukan schagal benkul:

a. bagi yang telah diletapkan NIP-nya, tetapt belum ditetapkan
keputlusan pengangkualannya sebagai Calon Pegawal Negen Sipil Dacrah,
PPK segera melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
dengoan melampirkan surat pengunduran diri yang beraangkutan
atau surat keterangan mceninggal dunia dari Kepala Kelurahan /Kepala
Desa sctcmpat untuk dilakukan pcembatalan NIPP olch Kcepala Badan
Kepegawalan Negara,

b. jika hal terscbut tcrjadi  setelah  ditetapkan  keputusan
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan belum/telah
melaksanakan tugas, maka ditetapkan keputusan pemberhentian yang
bersangkutan  scbagai Calon Pegawai Negeri  Sipil Daerah, dan
tembusannya segera disampakan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Nepara, Kepala Kantor Regional Badoan Kepegawninn Negara di
lingkungoan wilayah kerjonya, dan pejabat lain vang dipandang periu.

¢. Formasi yang lowong sebagaimana dimaksud pada hurul a dan hural
b tidak dapal dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan,
tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan formasi tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan vang berlalcu.

Penugasan /Pencmpatan

I.

2

4,

Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah  cditugaskan/ditempatkon  pada  unit
kerja yang dilentubkan sesual dengan formast yang ditelapkan untuk yimg
bersangkutan.

Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender scjak
diterimanya keputusan penguangkatan sebagai  Calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah,  yang hersangkutan wajib melapor pada  satuan unit
organisasi dan melakaanakan mugasnya.

surat Pornyalaan Melaksanakin Tugas  (SPMT)  dibuat nleh Kepala
Kantor Satuan Unit Orgamisast paling lambat 60 (enam pulubh) har
kalender setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanalkan tugas.

SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal pcnctapan
keputusan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil DNaerah,

Pembayaran (aji Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrsh

1.

3.

Gapn  Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dibayarkan sctclah yang
bersangkutan dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan
SPMT.

Pelaksanaan tugas yang dunulai tanggal 1, gajinya dibayarkan pada bulan
yang bersangkulun/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1 bhertepatan
dengan hart libur schingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada
tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan itu juga.

Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1
bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan
berikutnyn serelah melaksanakan tugas.
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VIL.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Sub Tim Pemantauan Pengadaan

Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah Kota Semarang dari Pelamar Umum.

PEMBIAYAAN

Biaya penyelengaraan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dar Polamar

Umum Pemerintah Kota Scmarang dibebankan pada APRD Pemerintah Kota

S[Semnrang,

EVALUASI

A. Demerintah Kota Semurung mcmbuat laporan kegialan miuilai
perencanaan  dan  persiapan, seleksi administrasi  sampai dengan
pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daer:ih.

B. Evaluasi terhudap pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Dagrah dilinglkungan Pemerintah Kota Semarang  dari pelamar umum
digunakan sebagal Lahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah periode berikutnya,

PENUTUP

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di linglcungan Pemecrintah Kota
Semarang dari Pelamar Umum akan dilaksanakan dan mengacu pada Peraturan
Perundang-undangat: yung berluku.

J WALIKOTA SEMARANG
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